ABSTRAK

Penelitian ini tentang wewenang pemerintah dalam mengajukan usulan
pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, dan penelitian ini bertujuan untuk pertama
mengambarkan dan menganalisis partai politik sebagai pilar demokrasi yang dapat
dibubarkan, kedua mengambarkan .dan menganalisis mekanisme pembubaran
partai politik yang di usulkan oleh"pemerintah.Metode Penelitian yang digunakan
mengunakan pendekatan.tukum yuridis .normatif, penelitian yang berdasarkan
pada kaidah-kaidah .ukum gyang ada/dan suga dengan melihat kenyataan-
kenyataan yang terjadi..Data-data diperoleh melalui data'sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan yang terdiri dari”bahan ukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier,

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hak asasi-manusiayyaitu kebebasan
berserikat (freedom. of assogiation) di Indonesiaadalah dengan adanya keberadaan
partai politik, dan‘negara.telah mengakomodir melalui UUD'NRI 1945, meskipun
partai’ politik merupakan bentuk nyata kebebasan berserikat yang ‘diakui oleh
negara, ;,namun berdasarkan ketentuan ‘peraturan perundang-undangan, partai
politik dapat'dibubarkanioleh mahkamah konstitusi‘dengan usulan‘pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai. Politik
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah/Konstitusi, partai
poalitik dapat dibubarkan apabila: partai politik Menganut, mengembangkan, serta
menyebarluaskan ajaran: Komunisme/Marxisme-Leninisme; ideologi, asas, tujuan,
program, kegiatan partai, politik / dan akibat dari kegiatan tersebut yang
bertentanagan dengandUD NRI'1945-Dengan proses,pembubaran yang diajukan
oleh pemerintah”baik Jaksa Agung dan/atau Menteri Hukum dan HAM yang
ditugasi Presiden_kepada Mahkamah ' Konstitusis.untuk, memutus pembubaran
partai politik yang akan dilakukan pembatalan-status badan hukum partai politik
olehipemerintah apabila Mahkamah-Kenstitusi telah,memutus bubar partai politik.
Pemerintah cq Kementerian';Hukum dansHAM" yang memiliki kewenangan
mengenai pendirianbadan hukum: partai/politik ataupun data mengenai badan
hukum‘partai politik, maka pemerintah'pulasyang dapat membatalkan status badan
hukum partai politik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.
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